
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

a. bahwa sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan 
Bad.an Usaha Milik Daerah dalam penyusunan Rencana 
Kerja Anggaran yang dibiayai dari anggaran pendapatan 
dan belanja daerah, sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, standar 
harga satuan daerah ditetapkan deng.an Peraturan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf aJ perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Standar Harga Satuan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022; 
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6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan · dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6523); 

11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 
Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 
tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
2083); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
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a. satuan biaya berupa biaya umum, harga satuan dan indeks yang 
ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam 
penyusunan APBD; 

b. hal-hal khusus lainnya. 

(1) SHSBD, meliputi: 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah 
Daerah Kabupaten Cianjur. 

2. Bupati adalah Bupati Cianjur. 

3. Standar Harga Satuan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat SHSBD 
adalah satuan biaya berupa, honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, 
rapat, pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan 
dinas, pemeliharaan, belanja makanan dan minuman, pakaian dinas dan 
atribut, belanja jasa penyuluhan non Aparatur Sipil Negara, belanja jasa 
asuransi, belanja jasa tenaga pengaman dan kebersihan, belanja jasa 
sertifikasi dan pengukuran tanah, belanja jasa konsultan (Apraisal), jasa 
pengolahan sampah (pengambilan/pengumpulan/pengangkutan), jasa 
pengurusan perkara hokum dan advokasi bidang perdata, jasa layanan 
pendidikan dan pengembangan SOM, belanja bea siswa pendidikan PNS, 
jasa teknologi informasi dan kehumasan, jasa petugas penunjang 
kegiatan kantor/lapangan, jasa boga, jasa konsultansi hokum/politik/ 
ekonomi/sosial/budaya, jasa penyelenggaraan acara, jasa kontribusi 
asosiasi, satuan biaya sewa, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan 
bimbingan teknis PNS/PPPK, belanja pemberian uang yang diberikan 
kepada masyarakat, belanja jasa konservasi aplikasi/ system informasi, 
belanjajasajalan/tol, dan perjalanan dinas luar negeri. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya 
disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Pasal 2 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022; 

Pasal 1 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
658); 

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 
2020 tentang Pemutakhiran Hasil Verifikasi dan Validasi 
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan; 
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BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021 NOMOR 49 

CECEPSUHERLANA~ 

Diundangkan di Cianjur 
pada tanggal 2 September 2021 
SEKRETARIS DAERAH, 

ttd. 

Ditetapkan di Cianjur 
pada tanggal 2 September 2021 
BUPATI CIANJUR, 

Pasal 5 
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengudangan Peraturan 
Bupati ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur. 

HERMAN SUHERMAN 

(2) Maksud dan tujuan penyusunan SHSBD Tahun Anggaran 2022 adalah 
sebagai berikut: 

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam 
penyusunan rencana kerja dan APBD; 

b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan 
c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD. 

Pasal 3 
Rincian SHSBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam 
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 
dan dimuat dalam cianjurkab.sipd.kemendagri.go.id. 

Pasal 4 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 
900/Kep.133A-Pb/2021 tentang Standar Harga Satuan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 
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